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Mari Dukung Ratifikasi Konvensi Hak Difabel 

 Secara internasional hak-hak difabel telah diakui. 

Hal itu terlihat dari adanya Convention on the Rights of 
Disabled People (CRPD) atau Konvensi Hak Difabel. Ma-
jelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 
Desember 2006 menyepakati konvensi untuk melindungi 
hak 650 juta difabel sedunia dengan resolusi No. 61/106. 
Konvensi itu melarang pembatasan difabel dari hak pen-
didikan, pekerjaan, dan politik. Tercatat ada 143 negara 
yang telah menandatangani konvensi tersebut dan Indone-
sia telah menandatangani konvensi pada tanggal 30 Maret 
2008. Sesuai dengan UU No.24 Tahun 2000 tentang per-
janjian Internasional, maka sebuah konvensi akan menjadi 
hukum nasional apabila telah diratifikasi. Ratifikasi adalah 
pengesahan sebuah Konvensi menjadi undang-undang. 
Tidak ada batas waktu berapa lama negara diharuskan 
meratifikasi sebuah konvensi sejak penandatanganan. 
Oleh karena itu dukungan semua pihak diperlukan supaya 
Konvensi Hak difabel ini bisa segera diratifikasi. 
  
Kekurangseriusan 
 Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan 
Konvensi Hak Difabel menunjukkan komitmen kuat bangsa 
Indonesia dalam memajukan hak-hak difabel. Meski 
demikian pada kenyataan kesungguhan bangsa ini dalam 
melaksanakannya masih jauh dari harapan. Sampai saat 
ini jutaan difabel di Indonesia masih bergelut dengan ber-
bagai perlakukan diskriminatif. Sebagian besar dari mereka 
masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 
dasarnya. Beberapa kesulitan yang kerap terjadi di anta-
ranya adalah: penolakan difabel untuk memasuki sekolah 
umum, minimnya fasilitas publik yang memperhatikan ke-
butuhan difabel, sempitnya akses lapangan pekerjaan, 
kurangnya dukungan pemerintah terhadap pengiriman atlit 
difabel ke tingkat dunia, juga kungkungan stigma-stigma 
difabel. Stigma yang masih melekat adalah berbagai ang-
gapan bahwa kaum difabel itu lemah, aib, sakit dan men-
jadi beban bagi orang lain. KOMNAS HAM dalam hasil 
penelitiannya tahun 2006 tentang monitoring pemahaman 
hak-hak penyandang cacat di 9 daerah di Indonesia 
(Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, NTT, Banten, Su-
matera Selatan, Riau Daratan, Jawa Timur, Yogyakarta, 
Jambi), telah menemukan bahwa secara umum pemenu-
han hak-hak penyandang cacat oleh negara atau pemerin-
tah masih belum maksimal, utamanya karena masih 
minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-
hak difabel (Naskah Akademis Komnas HAM Tahun 2007) 

 Beragam perlakuan diskriminatif dan stigmatisasi 
difabel ini terjadi dalam berbagai tataran dari keluarga 
hingga pada masyarakat luas. Faktor yang menyebabkan 
hal ini ada 2 macam. Pertama rendahnya kesadaran 
masyarakat dan tidak adanya rumusan yang jelas tentang 
jaminan dan mekanisme perlindungan serta pemenuhan 
hak difabel. Ini terlihat dari lemahnya implementasi berba-
gai perundangan yang menjamin pemenuhan hak difabel. 
Kedua adalah rendahnya kesadaran difabel itu sendiri. 
Pada umumnya difabel tidak sadar bahwa mereka 
memiliki hak asasi, pada umumnya mereka menganggap 
berbagai perlakuan diskriminatif dan stigma yang dituju-
kan bagi mereka adalah hal yang wajar. Kurangnya 
sosialisasi akan hak-hak yang dimiliki oleh difabel menjadi 
penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi. 
  
International Disabled Day 
 Kondisi memprihatinkan yang masih dialami oleh 
sebagian besar difabel di Indonesia di atas menyebabkan 
diratifikasinya Konvensi Hak Difabel menjadi sebuah ke-
butuhan mutlak. Dan ini perlu didesakkan dengan segera, 
sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan difabel 
dan mengangkat mereka dari keterpurukan. Meskipun 
secara umum, seluruh konvensi yang berkaitan dengan 
hak asasi manusia dapat digunakan sebagai landasan 
perlindungan hak-hak difabel, namun tidak satupun dari 
konvensi-konvensi tersebut menyebut masyarakat difabel 
secara eksplisit. Oleh karena itu Konvensi ini merupakan 
instrumen hukum pertama yang mengikat dan berisi per-
lindungan yang komprehensif terhadap hak-hak difabel. 
Diharapkan adanya pembaharuan komitmen dalam 
meratifikasi dan implementasi sepenuhnya terhadap  
 
Konvensi Hak Difabel. 
 Dalam kesempatan tersebut, akan menjadi se-
buah kado indah bagi difabel apabila Indonesia bisa turut 
serta di dalamnya. Utamanya adalah dengan meratifikasi 
Konvensi Hak Difabel yang telah ditandatangani hampir 2 
tahun lalu. Implikasinya, setelah konvensi diratifi-
kasi,  Pemerintah akan mereformasi peraturan perundan-
gan yang ada sehingga sesuai dengan kewajiban yang 
diamanahkan dalam Konvensi. Ini berarti difabel di Indo-
nesia bisa memiliki hak sebagaimana yang telah dinikmati 
difabel di negara lain yang telah meratifikasinya. Ini bisa 
menjadi bukti keseriusan negara dalam memenuhi hak-
hak setiap warga negara termasuk juga hak-hak difabel. 
Dukung Ratifikasi Konvensi Hak Difabel...!!! 
( Totok Rawi & dari Berbagai Sumber ) 
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DIFABEL  SUKOHARJO  BELAJAR  HAK   DAN ADVOKASI 

 Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak Difabel 
adalah satu hal yang mestinya di ketahui oleh setiap difabel 
dan pemegang kebijakan dalam rangka kesetaraan hak 
sesama warga Negara. Namun karena masih adanya ketidak-
samaan informasi dan kurang kepedulian beberapa pihak se-
hingga banyak difabel yang tidak mengetahui hak mereka yang 
segharusnya di penuhi Negara. 
 
 Pada tanggal 11 November 2010, SEHATI dan ITMI 
mengadakan pertemuan koordinasi dengan Lembaga Sapda 
Jogja untuk Sosialisasi program pendidikan dan Advokasi hak 
Difabel di kabupaten Sukoharjo. Program ini adalah kerjasama 
antara Lembaga Sapda dengan Handicap Interasional  ( HI ) 
sebagai tindak lanjut dari hasil TOT difabelitas yang diadakan 
pada tanggal 30 September – 2 Oktober 2010 di Hotel Galuh, 
dimana ada 2 orang teman  dari SEHATI menjadi pesertanya 
yaitu mas Sutrisno dan Edy Supriyanto, pelatihan tersebut di 
ikuti Staff, teman-teman dari Bantul dan Sukoharjo.  
 
 Untuk mengawali program ini SEHATI akan  memeta-
kan apa yang menjadi persoalan kita  dan apa saja program 
dari pemerintah yang sudah ada serta apa saja rencana pro-
gram yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, sehingga 
nantinya akan terjadi titik temu serta solusi bersama dalam 
rangka pemenuhan hak dfabel. 
 
 Program ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan 
bersama-sama di 2 komunitas yaitu ITMI dan SEHATI, kenapa 
ITMI dan SEHATI ? Karena 2 organisasi ini dipandang sudah 
mampu melakukan advokasi meskipun masih secara mandiri, 
secara keanggotaan juga sudah jelas dan tidak banyak persoa-
lan individu namun kita akan mencoba mengerangkakan pola 
fikir kita pada persoalan difabel secara umum. Dan kegiatan-
kegiatannya adalah : 
 
  1. Semiloka Multi stakeholder yang akan kita adakan 
sebagai tindak lanjut dari pemetaan yang kita lakukan sebelum-
nya  dan assessment pada komunitas yang akan dilakukan 
oleh 2 CO yaitu mas Sutrisni dan Edy Supriyanto yang akan 
berada di Sukoharjo, dengan tujuan agar ada kesamaan pema-
haman mengenai hak difabel apalagi di Sukoharjo sudah ada 
Perda No. 7 tahun 2009 tentang “Pemberdayaan Penyanang 
Cacat “  dan sudah ada Perbupnya yaitu No. 21 tahun 2010. 
 
 2. Diskusi hak difabel di Komunitas yaitu di SEHATI 
dan ITMI namun kita tidak akan mengadakan sebuah kegitan 
baru kita akan inklusi pada kegiatan yang sudah ada yaitu 
Minggu Paing di SEHATI da Sabtu Legi di ITMI, ada  kemungki-
nan kita akan menghadirkan keluarga difabel dalam diskusi 
tersebut. 

 3. Pelatihan hak-hak Difabel pada komunitas dan 
keluarga sehingga ada pemahaman tentang hak difabel di ke-
luarga dan masyarakat, sehingga yag terjadi ada perubahan 
dari melindungi yang berlebihan ( Over Protectif ) menjadi pem-
berdayaan dan member dukunga untuk melakukan aktifitas 
secara mandiri selain itu keluarga juga dapat melakukanadvo-
kasi kepada lingkungannya. 
 
 4. Pendampingan komunitas kita akan melakukan 
pendampingan dalam rangka meningkatkan pemahaman hak 
difabel sehingga difabel dan keluarga yang memang tidak dapat 
menghadiri pertemuan dan diskusi yang dilakukan sehingga 
mereka tetap mendapatkan pengetahuan dan pemahaman 
mengenai hak mereka sehingga mampu melakukan advokasi 
secara mandiri ataupun bersama-sama. 
Dalam acara koordinasi tersebut juga dihadiri oleh kepala dinas 
sosial Sukoharjo Bp. Suryanto dan Kepala Bidang Sarana dan 
Prasarana rehabilitasi sosial dinas Sosial Sukoharjo ibu Yu-
wanti yang menjadi perwakilan dari pemerintah daerah Suko-
harjo. 
 
 Dalam sambutannya kepala dinas Sosial mengucap-
kan terima kasih pada SEHATI dan Sapda yang akan men-
gadakan program Pendidikan dan Advoksi hak Difabel di Suko-
harjo dan pemerintah siap mendukung demi kemajuan dan 
kesejahteraan difabel Sukoharjo. Bapak Bupati Sukoharjo juga 
sangat mendukung kegiatan yang dilakukan difabel SEHATI 
untuk membentu difabel yang lain dalam pemahamanan hak 
dan advokasinya dan bupati juga berpesan agar difabel selalu 
semangat. 
 
  Kepala Dinas Sosial Sukoharjo juga mengatkan 
bahwa di Sukoharjo memang sudah ada Perda No.7 tahun 
2009, namun kami mengakui belum optimal karena belum 
adanya koordinasi lintas instansi karena perda ini melibatkan 
banyak instansi terkait di Sukoharjo. Di dinas sosial untuk tahun 
2011 sudaha ada beberapa program yang nanti akan di sam-
paikan iu Yuwanti selaku Kabid Sarana prasanarehabilitasi 
sosialnya. Mudah-mudahan dengan addanya program dari 
Sapda ini nanti akan dapat memberikan masukan ke dinas 
sosial dalam rangka memperdayakan penyandang cacat. Na-
mun dengan adanya ada perda No.7 /2009, maka dari dinsos 
propinsi akan menganggaran untuk pemberdayaan vokasional 
difabel dengan partisipasi dari difabel untuk 15 orang. 
( Edy Supriyanto ) 
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JOHANKU MALANG JOHANKU TERSAYANG 

Di Pendopo DPRD Kab Klaten  sekitar 8 ribu  
pengungsi dari desa - desa yang berada disekitar gunung 
merapi memenuhi pendopo yang dijadikan sebagai 
penampungan para korban keganasan gunung merapi, ada 
y a n g   b e r a s a l  d a r i  S i d o r e j o , B u m i 
harjo,Kaputren,Kemalang,Manisrenggo,Dompol,Geger 
mulyo,Jiwan,Tambakan,Somokadon,Tlogo watu,Gumuk rejo 
serta Karang nongko. Dari sekian ribu pengungsi ada seorang 
anak yang dipangku ibunya dengan keadaan tertidur pulas , 
anaknya dipangku dengan penuh kasih dan sayang layaknya 
seorang ibu terhadap anaknya,Bu Bekti begitulah sapaan 
yang disandangnya.anaknya yang baru berumur sekitar 2 th 
itu mengalami gangguan  keterbelakangan mental (sipi).Johan 
begitulah nama yang diberikan kepada anaknya. bu bekti 
dengan sabar mengurus johan setiap hari di pengungsian . 

 

Keadaan johan tidak seperti saudara – saudaranya 

yang lain penuh keceriaan serta bisa bermain layaknya anak-

anak kecil seusianya.johan setiap hari hanya bisa tergolek 

kaku ,hanya bisa nangis dan tertawa.walaupun dengan kondisi 

seperti itu bu bekti selalu merawat johan dengan sabar dan 

penuh kasih sayang.semenjak gunung merapi mengalami 

erupsi HI (Handicap internasional ) mengirim beberapa 

volunteer (relawan) dan pisiotherapy. Ada yang dikirim ke 

Sleman baik sleman utara ,selatan serta sleman timur,ada 

juga dikirim ke klaten ,ada yang dapat di dompol,kaputren 

serta bawukan, hari kamis tgl 26 Okt 2010 awal dari tercerai 

berainya para pengungsi ,  yang sebelumnya menempati 

tempat pengungsian di sekitar desa mereka.tgl  26 Okt 2010 

Gunung merapi mengalami peningkatan aktifitasnya sehingga 

memporak porandakan desa-desa yang berada dekat dengan 

puncak gunung merapi.termasuk desanya bu bekti di 

kemalang menjadi salah satu dari sakian banyak desa yang 

menjadi korban dari keganasan merapi . 

Johan mengalami keterbelakangan mental serta 
kondisi fisiknya yang kurang sempurna , bukan disebabkan 
karena keganasan erupsi gunung merapi tapi karena 
pembawaan sejak lahir.tangan yang kaku serta leher yang 
bengkok membuat johan mengalami  gangguan untuk 
bergerak,karena mendapat mandat dari HI untuk membantu 
para pengungsi hususnya klompok rentan maka para relawan 
yang tergabung dalam  team klaten bisa membantu johan 
untuk di teraphy, bu bekti bercerita semenjak johan lahir hanya 
kadang-kadang mendapat perawatan dari dokter dikarenakan 
bu bekti  termasuk gakin,johan hanya bisa dirawat dirumahnya 
dengan dibawa ke dukun atau ke orang pinter. Hari pertama bu 
bekti beserta johan hanya bisa di asesment , karena para 
relawan juga memerlukan data dari para pengungsi yang akan 
di teraphy,hari kedua johan mendapat terapy kali 
pertamanya,setelah dicermati serta di analisa oleh para 
relawan teraphy dari HI dapat disimpulkan kalo johan bisa 
disembuhkan walau tidak dengan sepenuhnya.  

 

Setelah mendapat penanganan beberapa kali 

akhirnya johan mendapat perkembangan yang cukup lumayan 

bagus.sekarang tangan johan bisa di gerakkan walau sedikit 

lambat , jemarinyapun sudah bisa untuk memegang 

sesuatu,sebelum mendapat penanganan dari para therapys 

johan tidak bisa memegang apa-apa karena jemarinya sedikit 

kaku ,begitu juga leher johan sekarang bisa tegak.untuk 

merawat sehari-hari bu bekti juga dibekali dengan cara-cara 

melakukan terapy ,tujuannya yaitu agar johan mendapat 

perawatan yang maksimal.dikarenkan para therapis tidak bisa 

mendampingi johan setiap waktu.selama 2 minggu penuh 

johan dirawat dengan teliti oleh para teraphy,minggu ke 2 

johan mengalami perkembangan dengan cukup bagus, tangan 

serta kaki dan lehernya bisa berpungsi dengan baik,bu bekti 

merasa sangat bahagia dengan perkembangan johan,dibalik 

bencana yang melanda masyarakat DIY ternyata ada ikmah 

yang diterima bu bekti, seandainya tidak ada bencana 

kemungkinan besar johan akan tergolek kaku untuk 

selamanya.sekarang johan bisa menatap masa depannya 

dengan penuh pengharapan untuk menjadi lebih baik dari 

sebelumnya.( MATA ) 

mailto:totokrawidjati@ymail.com
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MENYAMBUT HARI INTERNASIONAL PENYANDANG CACAT / DIFABEL DAY 

 Tanggal 3 Desember kita akan memperingati 
hari cacat sedunia atau disability day. Pada hari itu kita 
diminta untuk merenungi sejenak tentang kehidupan 
sehari-hari yang kita lalui. Sejauh mana kita terlibat 
dalam membantu para penyandang cacat (penca) yang 
ada di negara kita, kota kita, atau lingkungan di sekitar 
kita tinggal? Apakah kita telah berlaku adil kepada 
mereka? Apakah kita hanya berhasil melihat kecacatan 
dari mereka yang tuna netra saja? lalu kalau kita gagal 
melihat kecacatan dengan mata kita, siapakah yang 
buta? Sebelum tiba pada perayaan yang sangat berarti 
bagi para penca itu akan sangat bijaksana dan terhormat 
apabila kita sekarang ini menyusun langkah-langkah 
yang akan kita lakukan pada hari tersebut. Kita tidak 
boleh gagal melihat kecacatan. Kita tidak boleh salah 
mendengarkan kecacatan. Dan kita tidak boleh salah 
berjalan dengan para penyandang cacat. Kalau kita ga-
gal, banyak pertanyaan yang akan muncul kepada kita. 
Siapa yang buta? Siapa yang tuli? Siapa yang tak 
mampu berjalan?  Jadikanlah tema hari kecacatan dunia 
ini untuk ada akses kepada para penyandang cacat. 
Jangan ada diskriminasi kepada mereka yang 
merupakan saudara-saudara kita semua. Lewat tulisan 
ini saya mengajak semua rekan-rekan untuk lebih peka 
kepada isu-isu yang berhubungan dengan kecacatan. 
Seperti halnya isu tentang, pendidikan, kesehatan, 
hukum dan pekerjaan. 
  
 Melihat kondisi kawan-kawan difabel, yang 
sampai saat ini masih mengalami dikriminasi diberbagai 
wilayah, seperti pendidikan, hukum, kehidupan yang 
layak, kesehatan dan pekerjaan, karena kawan-kawan 
difabel hingga sampai saat ini kesulitan untuk 
mengakses semua itu, tentu ini yang menjadi 
pembahasan serius untuk kita bersama-sama, untuk 
memperjuangkan hak-hak difabel, dalam setiap lapisan 
masyarakat sangat sedikit kita temui para penyandang 
cacat yang hidup layak dengan mendapatkan kerja yang 
sesuai. Sebenarnya, di seluruh dunia ada 80% 
penyandang cacat yang berusia produktif yang masih 
menjadi pengangguran.  

 Mereka tidak memiliki akses untuk memasuki 
bursa tenaga kerja. Dimana-mana kita melihat ada 
jurang pemisah yang jelas sekali antara jenis pekerjaan 
yang tersedia dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Sedikit 
sekali perusahaan yang membuka lowongan kepada 
para penyandang cacat Bahkan angka persentasenya 
sangat kecil. Kebanyakan mereka menggantungkan 
hidupnya dengan menjadi peminta-minta, memungut 
barang bekas seperti kardus dan botol minuman, dan 
ada sebagian dari mereka yang menderita kelaparan 
karena tak ada mata pencaharian untuk membantu 
perekonomian mereka. Tak adanya kesempatan dan 
sikap negatif tehadap penyandang cacat adalah alasan 
utama kenapa mereka tidak mendapatkan pekerjaan. 
 
 
 Bagaimana menjamin suatu pekerjaan yang 
layak bagi para penyandang cacat. Kita berharap kepada 
Pemerintah Indonesia dengan UUD 45 kebanggaannya 
mampu membuka mata lebih jauh terhadap isu ini. Tidak 
hanya mengeluarkan undang-undang yang berupa ke-
pres ini dan itu. Tapi coba wujudkan dan buktikan 
kepada dunia bahwa para penyandang cacat di Indone-
sia benar-benar mampu memperoleh hak asasi mereka 
sama seperti manusia-manusia lain di Republik ini. Juga 
kepada pemerintah daerah, jangan berpura-pura berbuat 
baik dengan perda-perda yang memuat butir-butir ten-
tang penyandang cacat yang tujuannya adalah kesem-
patan eksis pada ajang lima tahunan di Negara ini. Kita 
harus bangkit dari kebutaan dan kecacatan kita dalam 
memperlakukan para penyandang cacat. Kalau tidak 
demikian, semua kita adalah orang-orang yang telah 
gagal dalam memahami kecacatan.  
(Team Redaksi & berbagai sumber) 
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PEMAHAMAN TENTANG KONVENSI HAK PENYANDANG CACAT 
(EDISI-1) 

TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM KONVENSI HAK PENYANDANG CACAT (CRPD) 

 Konvensi Hak Penyandang cacat yang telah ditan-
datangani pada tahun 2006 oleh perwakilan Indonesia, mem-
punyai beberapa bagian pokok, yaitu : 

mukadimah, atau pembukaan 

batang tubuh atau isi, yang terdiri dari 50 pasal  

protocol opsional, yang terdiri dari 18 pasal 
 
Dalam penandatanganan ini pemerintah Indonesia hanya 
menandatangani 2 bagian dari konvensi yaitu mukadimah dan 
batang tubuh, untuk opsional protocol tidak ditandatangani, 
sehingga ada konsekuensi hukum  ataupun kewajiban negara 
dari masing-masing pilihan tersebut. Hal tersebut akan ditulis-
kan secara serial dalam Buletin Difabel News.  
 
 
TUJUAN KONVENSI HAK PENYANDANG CACAT 
 
 Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memaju-
kan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi 
manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara 
oleh semua orang penyandang cacat, dan untuk memajukan 
penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka.  
  Penyandang cacat  termasuk mereka 
yang memilik kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sen-
sorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berba-
gai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam 
masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas 
kesetaraan. 
 
 Dalam hal ini Konvensi ini mendasarkan pada be-
berapa dokumen dan prinsip-prinsip yang ada pada Piagam 
PBB yang mengakui martabat dan harkat yang melekat dan 
hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua ang-
gota umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan 
dan perdamaian dunia. Hal lain yang menjadi pertimbangan 
diantaranya adalah Konvensi Internasional tentang Hak Eko-
nomi Sosial Budaya, Hak Sipil Politik dan beberapa konvensi 
lain yang berhubungan dengan penghapusan kekerasan, 
diskriminasi dan pemberian perlindungan terhadap anak dan 
pekerja.  
 
 Sehingga dengan beberapa dokumen interna-
sional / konvensi  dan pertimbangan nilai- nilai hak asasi 
manusia serta pengormatan atas hak / martabat masusia 
yang menjadi dasar penyusunan Konvensi Hak penyandang 
cacat, maka Konvensi Hak Penyandang cacat (CRPD) mem-
punyai prinsip -prinsip yang tertuang dalam Pasal 3 ,sebagai 
berikut : 
 

A ) Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas 
Individual termasuk kebebasan untuk menentu-
kan pilihan, dan kemandirian orang-orang 

  
 Dalam konvensi ini mengakui bahwa penyandang 

cacat mempunyai harkat dan martabat seperti 
manusia yang lain, yang tidak dapat dicabut atau-
pun dihilangkan oleh negara ataupun pihak lain. 
Dengan itu maka penyandang cacat mempunyai 
otoritas terhadap dirinya sendiri termasuk dianta-
ranya adalah untuk menentukan pilihan dan bagai-
mana menentukan jalan menuju kemandirian.  

 Sehingga pembatasan / pengekangan seorang 
penyandang cacat untuk mandiri, mempunyai pen-
dapat dan melakukan pilihan atas kehidupannya 
tidak sesuai dengan prinsip konvensi Hak penyan-
dang cacat. 

B ) Nondiskrimasi ; 
 pasal 5 

Dalam konteks ini negara pihak harus melarang 
semua diskriminasi atas dasar kecacatan dan men-
jamin perlindungan hukum yang setara dan efektif 
bagi penyandang cacat dari diskriminasi atas dasar 
apapun (ayat 2). 
Dalam rangka memajukan kesetaraan dan 
penghapusan diskriminasi, negara-negara pihak 
harus mengambil langkah-langkah yang tepat un-
tuk menjamin tersedianya akomodasi yang layak 
(ayat 3) 
Langkah-langkah khusus yang dibutuhkan untuk 
mempercepat atau mencapai kesetaraan secara de 
facto bagi penyandang cacat tidak boleh dianggap 
sebagai diskriminasi atas dasar konvensi konvensi 
ini (ayat 4) 
 
Sebagai catatan bahwa langkah khusus yang di-
maksud dalam ayat 4 pasal 5 dikenal juga  dengan 
istilah affirmative action, seperti adanya pembeba-
nan quota perusahaan yang memperkerjakan 100 
orang, maka harus memperkerjakan 1 orang pen-
yandang cacat. Atau dalam konteks yang lain 
bahwa pemberian suporting kepada perusahaan 
yang mempekerjakan penyandang cacat seperti 
yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta.  
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C ) Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam 
masyarakat 

  
 Secara detail ada pada pasal 29 Konvensi Hak pen-
yandang cacat, 

Bahwa dalam konvensi ini memasukkan kewajiban 
negara pihak harus menjamin hak politik penyandang 
cacat dan kesempatan untuk menikmati hak-hak 
tersebut atas dasar kesetaraan dengan orang-orang 
lain.  Seperti halnya kesamaan kesempatan untuk 
dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, dan mela-
kukan partisipasi aktif dalam masyarakat termasuk 
diantaranya berperan serta dalam musrenbang 
(musyawarah perencanaan pembangunan) dari ting-
kat dusun, desa sampai kebupaten/ kota.  

 
D ) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyan-

dang cacat sebagai bagian dari keragaman manu-
sia dan rasa kemanusiaan 

  
 Bahwa penyandang cacat secara fisik ataupun kecer-

dasan mental “berbeda” dengan orang pada umum-
nya, tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi dasar 
pembedaan secara sosial ataupun struktur ke-
masyarakatan. Tetapi harus diterima sebagai suatu 
keberagaman manusia, bahwa setiap manusia “ mem-
punyai cara” yang berbeda untuk melakukan sesuatu, 
mencapai sesuatu dan menggunakan alat atau media 
yang berbeda. Seperti orang dengan polio kaki mela-
kukan mobilitas dengan kursi roda atau kruk untuk 
mencapai tempat tertentu. Sedangkan kecacatan 
netra akan menggunakan alat peraba atau telinga 
untuk “melihat”. Sehingga dalam konteks ini pemaha-
man difabilitas (diferent of ability) dalam artian perbe-
daan cara menjadi sangat penting. 

 
 
E ) Kesetaraan dan kesempatan 
  
 Konvensi hak penyandang cacat memiliki hak atas 

pengakuan kesetaraan dan kesempatan penyandang 
cacat, yaitu bahwa penyandang cacat mempunyai 
kesetaraan didepan hukum dan pengadilan, mempun-
yai hak untuk menikmati kapasitas hukum, mendapat 
akses atau dukungan sehingga penyandang cacat 
dapat menikmati hak untuk memproleh kapasitas 
hukum mereka. Sebagai sebuah contoh bahwa seo-
rang penyandang cacat mempunyai hak atas waris, 
atas harta kekayaan (properti), dan menjadi pihak 
yang berperkara dalam pengadilan. 

 

F ) Aksesibilitas 
  
 Negara pihak yang menandatangani dan meratifikasi 

konvensi ini menjadi Undang-undang mempunyai ke-
wajiban untuk memampukan penyandang cacat untuk 
hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam 
segala aspek kehidupan. Diantaranya adalah mem-
berikan fasilitas yang akses dalam fasilitas publik baik 
secara fisik bangunan dan non fisik seperti pelayanan 
umum.   

 
G ) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 
  
 Bahwa konvensi ini mengakui kesetaraan gender ter-

masuk diantaranya adalah hak laki-laki dan perem-
puan, penyandang cacat laki-laki dan perempuan un-
tuk mempunyai kekayaan, menentukan masa depan 
yang akan ditempuh beserta langkah-langkah yang 
diambil. Termasuk diantaranya hak untuk setara dalam 
pekerjaan, pendidikan serta jaminan sosial. 

 
H ) Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari 

penyandang cacat anak-anak dan penghormatan 
atas hak penyandang cacat anak-anak untuk 
melindungi identitas mereka. 

 
Penghormatan untuk anak-anak penyandang cacat untuk hidup 

dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidi-
kan serta perlindungan dari keluarga, masyarakat dan 
negara. Terbebas dari kekerasan, dan pemaksaan dari 
pihak lain. Seperti contoh, bahwa seorang anak pen-
yandang cacat mempunyai hak untuk berkomunikasi 
secara “normal” dengan anak yang lain, keluarga  dan 
lingkungan sehingga tidak diperbolehkan untuk di-
pasung karena kecacatan mereka.          

 
 

Nurul Saadah Andriani 
Direktur SAPDA 
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Momen Difabel Day  

 Tahun 1992--akhir "Abad PBB untuk Penyandang Ca-
cat" (1982-1992)--Majelis Umum PBB, melalui Resolusi Nomor 
47/3, menetapkan 3 Desember sebagai Hari Penyandang Cacat 
Internasional. Ini ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran dan 
melaksanakan upaya-upaya pemberian kesempatan yang sama 
kepada penyandang cacat dibanding warga lain. Majelis Umum 
PBB--dengan asumsi bahwa sekitar 10 persen penduduk dunia, 
lebih dari 650 juta, hidup dengan kecacatan--mengimbau semua 
negara agar meningkatkan perhatian dan berusaha agar penyan-
dang cacat diterima oleh masyarakat secara terhormat, diberi 
kesempatan yang wajar layaknya masyarakat biasa. Sejak re-
solusi PBB dicanangkan, setiap 3 Desember selalu dipergunakan 
sebagai titik tolak untuk menyegarkan keputusan PBB tersebut. 
Berbagai kegiatan digelar, antara lain pertemuan besar yang di-
hadiri kepala negara, perdana menteri, atau kepala pemerintahan. 
Semua pihak diimbau agar meningkatkan kesadaran dan mau 
membantu mempersiapkan penyandang cacat agar memiliki ke-
sempatan seperti layaknya anggota masyarakat lain.  
 
 Tahun ini Hari Penyandang Cacat Internasional di Indo-
nesia diperingati dengan berbagai acara. Sebagai puncak adalah 
seminar internasional yang menurut rencana dibuka Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Pertemuan terse-
but mengundang peserta yang umumnya penyandang cacat dan 
ahli-ahli pengelola penyandang cacat dari berbagai negara. Pen-
yandang dana utama pertemuan internasional itu adalah Disabled 
People International Asia Pacific Region yang bermarkas di Bang-
kok.  
 
 Dalam pertemuan tersebut akan dibahas upaya-upaya 
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyandang cacat 
yang selama ini dilakukan di banyak negara maju dengan sukses. 
Upaya peningkatan kesadaran masyarakat itu umumnya diikuti 
pelatihan dan perbaikan infrastruktur yang memungkinkan pen-
yandang cacat bisa bersekolah dan mengikuti berbagai pelatihan 
keterampilan. Dengan demikian, mereka bisa diharapkan dapat 
bekerja seperti anggota masyarakat lain untuk menikmati ke-
hidupan terhormat secara mandiri.  

 Di banyak negara, diberikan juga dukungan yang me-
madai terhadap organisasi-organisasi sosial yang mengembang-
kan program dan kegiatan untuk penyandang cacat. Di Hong 
Kong, misalnya, banyak dikembangkan sekolah dan perguruan 
tinggi yang menghasilkan ahli dan pekerja sosial yang khusus 
bertugas menangani penyandang cacat, baik dalam lingkungan 
panti maupun yang hidup secara mandiri bersama keluarga.  

 
 Upaya mengembangkan lembaga pendidikan yang 
khusus mengurusi penyandang cacat secara profesional meru-
pakan konsekuensi logis keputusan PBB tahun 1992. Upaya ini 
sekaligus memberi dukungan profesional bahwa mengangkat 
penyandang cacat dalam lingkungan kerja tidak akan merugikan. 
Ini mengingat loyalitas penyandang cacat biasanya relatif tinggi.  

 
 Dalam pertemuan itu juga akan dibahas dan dicon-
tohkan langkah-langkah yang telah dilakukan Persatuan Penyan-
dang Cacat Indonesia (PPCI) dan Dewan Nasional Indonesia 
untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dalam meningkatkan kesa-
daran masyarakat untuk memberdayakan penyandang cacat.  

 
 Harus diakui bahwa upaya yang telah dilakukan selama 

ini belum mampu menampung para penyandang cacat yang jum-

lahnya jutaan orang. Semoga momen Hari Penyandang Cacat 

Internasional bisa menggugah dan mengetuk hati nurani semua 

pihak untuk dengan ikhlas mengulurkan tangan dan memberi 

kesempatan kepada penyandang cacat hingga dapat berbaur 

secara adil bersama masyarakat luas. ( Totok Rawi ) 


